
GUBERNUR PAPUA BARAT

“PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

…SANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS

KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA /DISTRIK/ KELURAHAN / KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.nimbang

GUBERNUR PAPUA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan
efektifitas mekanisme pengalokasian dan
pertanggungjawaban transfer bantuan
keuangan alokasi dana otonomi khusus
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik/Kelurahan/ Kampung sehingga
lebih akuntabel dan transparan maka
perlu mengatur kembali pelaksanaan
penyaluran dan pertanggungjawaban
bantuan alokasi dana Otsus;

. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Barat tentang Pelaksanaan danf HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 60



Mengingat :1.

Pertanggungjawaban Transfer Bantuan
Keuangan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Kepada Pemerintah
Kabupaten] Kota/ Distrik/Kelurahan]
Kampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 018/PUU-I/2003;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
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Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pedanggungiawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47373

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugasdan Wewenang serta Kedudukan keuanganGubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugasdan Wewenang Serta Kedudukan KeuanganGubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);?B HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 63



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas

12.

13.

hetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47 / KMK.07 / 2002 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor
43);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANG-
GUNGJAWABAN TRANSFER BANTUAN
KEUANGAN ALOKASI DANA OTONOMI
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/ KOTA/ DISTRIK /KELURAHAN /
KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnyadisingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokokdan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah.
7. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah

Kabupaten/ Kota /Distrik / Kelurahan / Kampung adalah dana
yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi PapuaBarat yang dialokasikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dalam
rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus.

8. Rekening Kas Umum, adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota/ KepalaDistrik /Lurah /Kepala Kampung untuk menampung seluruh
penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran pada bank yang ditetapkan.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnyadisingkat DPA SKPD, merupakan dokumen yang memuatpendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakansebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
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10. Surat Permintaan Transfer alokasi bantuan dana otsus dari
Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua Barat.

11. Surat Penetapan Alokasi Besaran Transfer Bantuan, yang
selanjutnya disingkat VSPABTB, adalah“ dokumen yang
memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis
bantuan ke Kabupaten/Kota/ Distrik/ Kampung per periode
penyaluran.

12. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD,
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

7.3. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat
SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah
berdasarkan SPM. '

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dan
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah
Iabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung adalah dalam
rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua Barat.

Pasal 3
Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksudkan
dahm Pasal 2 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatanbn Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi
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Kerakyatan, Infrastruktur dan Ajfirmatiue Actions bagi Putra-
Putri Asli Papua.

Pasal 4
Hal—hal yang berkenaan dengan Bantuan Alokasi Dana
Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/
Distrik/ Kelurahan/ Kampung yang diatur dalam Peraturan
Gubernur ini meliputi:
a. jenis—jenis anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus
kepada Pemerintah Kabupaten /Kota / Distrik /
Kelurahan / Kampung;

b. penetapan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus
kepada Pemerintah Kabupaten /Kota / Distrik /
Kelurahan / Kampung;

c. dokumen pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana
otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/
Distrik /Kelurahan / Kampung;

d. tatacara pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana
otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/
Distrik/ Kelurahan/Kampung; dan

e. penatausahaan dan pertanggungawaban bantuan alokasi
dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten /Kota/
Distrik /Kelurahan / Kampung.

BAB III

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKASI
DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN/ KOTA / DISTRIK/ KELURAHAN / KAMPUNG

Pasal 5
Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus Pemerintah
Kabupaten /Kota / Distrik /Kelurahan / Kampung, meliputi:
3. Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota; dan .

b. Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Distrik /Kelurahan / Kampung.
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Pasal 6
(1) Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ”huruf a yang diatur dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.

(2) Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Distrik] Kelurahan] Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b merupakan jenis bantuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang
APBD.

BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI
DANA OTONOMI KHUSUS

_
KEPADA

_
.

KABUPATEN /KOTA /DlSTRIK/ KELURAHAN /KAMPUNG

Pasal 7
(1) Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah

Kabupaten] Kota] Distrik] Kelurahan] Kampung disusun
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

0) Penetapan anggaran bantuan alokasi dana otonomi
kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota] Distrik]
Kelurahan ]Kampung, dilaksanakan sesuai dengan
Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN] KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8
(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran
Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten] Kota] Distrik] Kelurahan /r' HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 68



Kampung mempunyai kewenangan atas Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/ Kota / Distrik /Kelurahan /
Kampung.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. menyusun DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Distrik/
Kelurahan/ Kampung;

b. menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah
Kabupaten /Kota / Distrik /Kelurahan / Kampung;

c. menerbitkan SPP atas beban DPA Bantuan Alokasi
Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah
Kabupaten /Kota / Distrik /Kelurahan / Kampung;

d. menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan Dana
Alokasi Otonomi Khusus kepada Pemerintah
Kabupaten /Kota/ Distrik /Kelurahan / Kampung; dan

e. menyusun laporan pertanggungiawaban.

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
DPA

Pasal 9
(1) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 dituangkan dalam DPA dan disahkan oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Pemerintah
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(II

(1)

Kabupaten/ Kota/ Distrik /Kelurahan /Kampung dalam
DPA adalah jumlah alokasi tiap jenis bantuan.
DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
dasar pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana
otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/
Distrik /Kelurahan / Kampung.

Pasal 10
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat dapat menetapkan perubahan
atau revisi DPA sesuai Peraturan Daerah.
Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran
bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Distrik / Kelurahan /
Kampung. .

Bagian Kedua
SPAB, SPD, SPP, SPM DAN SP2D

Pasal 11

Kepala Badan Pengelola Keuangan'dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran
bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung
mener-bitkan SPAB, SPP, SPM, dan SP2D. -

SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rincian alokasi masing-masing jenis
bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Pemerintah Kabupaten/
Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung berdasarkan DPA
yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerbitan SPP.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar penerbitan SPM.
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah menerbitkan SP2D.
Tata cara pencairan bantuan alokasi dana otonomi
khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/
Kelurahan/Kampung diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat.

Bagian Ketiga
Konfirmasi Bantuan

Pasal 12
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat mengirimkan lembar konfirmasi
atas penyaluran bantuan alokasi dana otonomi
khusus kepada Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
dilakukan penyaluran.
Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Distrik /
Kelurahan/Kampung menyampaikan kembali lembar
konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
lembar konfirmasi tersebut diterima dan
ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala
Distrik / Lurah /Kepala Kampung.
Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ' dan Distrik/Kampung atas
penyaluran bantuan alokasi dana otonomi khusus
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&*kepada Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kampung." Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Barat
ini.

BAB VII
'

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN ALOKASI DANA
OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu
Bantuan Dana Otonomi Khusus kepada PemerintahKabupaten/ KOta

Pasal 13

|!) Bantuan alokasi khusus 'dana otonomi khusus
disalurkan secara bertahap dari Rekening'kas Umum
Daerah Provinsi Papua Barat ke masing—masing
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota.

m Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana
otonomi khusus dengan presentase tertentu dari
jumlah alokasi dana otonomi khusus yang diterima
oleh masing-masing Kabupaten/ Kota.

I 8) Penyaluran alokasi dana otonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
permintaan Bupati/Walikota.

K) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan prosesdana otonomi khusus dari (pusat) Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat
yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan
perundang — undangan .
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Pasal 14
Tahap penyaluran/transfer jumlah alokasi dana otonomi
khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah
Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas
Umum Daerah Kabupaten/Kota yakni :

a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 35 % dari Alokasi;
b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 40 % dari Alokasi;
c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25 % dari

Alokasi.

Pasal 15
(1) Penyaluran/transfer tahap I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf (a), dapat dilaksanakan apabila
Kabupaten/Kota telah menetapkan APBD Tahun
Anggaran berjalan.

(2) Penyaluran/transfer tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf (b), dapat dilaksanakan apabila
Kabupaten/Kota telah menyampaikan Laporan
Realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap !

sebagaimana Lampiran I B, Lampiran 1 C dan
Lampiran I D.

(3) Penyaluran / transfer tahap III sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf (c), dapat dilaksanakan apabila
Kabupaten/ Kota telah menyampaian Laporan
Realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap II
sebagaimana Lampiran I B, Lampiran 1 C dan
Lampiran I D.

Pasal 16
(1) Laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi

dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan setelah
penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus
telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari
penerimaan bantuan alokasi dana otonomi khusus
sampai dengan tahap sebelumnya.;& HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSl PAPUA BARAT 73



rQ) Laporan sebagaimana tercantum pada ayat (1)
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur
Papua Barat ini.

(3) Anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus
kepada pemerintah Kabupaten / Kota/ Distrik /
Kelurahan/Kampung yang tidak terserap dalam
tahun berjalan, tidak dapat dicairkan di tahun
berikutnya.

(4) Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada
Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung yangtelah diterima oleh Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung,
namun sampai dengan akhir masa anggaran (31
Desember) masih tersisa, maka digunakan
Pemerintah Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan /
Kampung yang bersangkutan pada tahun
berikutnya.

5) Bagi Kabupaten / Kota / Distrik /Kelurahan / Kampung
yang tidak menyampaikan laporan penyerapan dana
maka diberi sanksi penundaan penyaluran dana pada
tahap berikutnya.

Bagian Kedua
Bantuan Dana Respek kepada
Distrik / Kelurahan / Kampung

Pasal 17
knyaluran bantuan alokasi dana Respek kepada
Distrik/Kelurahan] Kampung dilaksanakan dengan cara :

ll) Pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Barat, ke Rekening
penampung Bank Pembangunan Daerah, untuk
memudahkan koreksi transfer/penyaluran kepada
Distrik / Kelurahan / Kampung.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Pemindahbukuan kepada
Distrik/ Kelurahan/Kampung melalui Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dari rekening penampung ke
rekening kas Distrik / Kelurahan / Kampung
dilaksanakan selama 1 x 24 jam.
Pencairan Dana Operasional Distrik (DOD), Respek
melalui persyaratan :

a. Surat pengantar dari Distrik sebagai Kepala
Wilayah.

b. Daftar rencana penggunaan dana (RD) dari
Distrik/Kelurahan]Kampung sesuai lampiran III
Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

c. Speciment tanda tangan bagi Distrik/Kelurahan/
Kampung oleh tiga orang :

- Kepala distrik, sekretaris dan bendahara;
- Kepala kelurahan, sekretaris dan bendahara;
- Kepala kampung, sekretaris dan bendahara.

Pasal 18

Penyaluran bantuan alokasi dana respek kepada
Distrik / Kelurahan / Kampung, dilaksanakan secara
bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahap I disalurkan pada bulan Mei sebesar 50%

(lima puluh persen) dari alokasi, setelah laporan
penyerapan penggunaan bantuan alokasi dana
otonomi khusus kepada
Distrik / Kelurahan / Kampung tahun anggaran
sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Barat melalui Kepala Distrik.

b. Tahap II disalurkan pada bulan Oktober sebesar
50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah
laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi
dana otonomi khusus tahap [, diterima oleh Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara
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sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran
berjalan.
Laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi
dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan setelah
penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus
telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari
penerimaan bantuan alokasi dana otonomi khusus.

M Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Lampiran lll Peraturan Gubernur
Papua Barat ini.

Bagian Ketiga
Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kembali

Anggaran Bantuan

Pasal 19
(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan
pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran
kembali penyaluran anggaran-bantuan. alokasi dana
otonomi khusus kepada Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampunguntuk suatu Pemerintah
Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampung sesuai
dengan Peraturan Daerah.

9) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari
instansi/unit yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan penghitungan . atas pemotongan,
penundaan dan/atau pembayaran kembali.

(3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
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BAB VIII
REKENING KAS DAERAH

KABUPATEN/ KOTA/ DISTRIK/KELURAHAN/ KAMPUNG

Pasal 20
(1) Dalam rangka penyaluran bantuan alokasi dana

otonomi khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota] Distrik/ Kelurahan/Kampung,Bendahara Umum Pemerintah
Kabupaten/ Kota] Distrik/Kelurahan/ Kampung atauKuasa Bendahara Umum Pemerintah
Kabupaten/Kota] Distrik]Kelurahan/Kampung
membuka Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota] Distrik] Kelurahan/Kampung padaBank Umum Daerah untuk menampung penyaluranbantuan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota] Distrik] Kelurahan/ Kampung
dengan nama Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten] Kota]Distrik] Kelurahan/Kampung.

(2) Setelah Bendahara Umum Pemerintah
Kabupaten/ Kota]Distrik] Kelurahan / Kampung atauKuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten]
Kota]Distrik] Kelurahan] Kampung membuka
Rekening Kas Umum Pemerintah
Kabupaten/ Kota] Distrik / Kelurahan / Kampungsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pemerintah
Kabupaten ] Kota] Distrik /Kelurahan] Kampung
menyampaikan nomor rekening, nama rekening, dan
nama bank kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat
yang dilampiri dengan:
a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten/ Kota]Distrik] Kelurahan]
Kampung;

b. Copy Keputusan Bupati] Walikota] Kepala
Distrik] Lurah]Kepala Kampung mengenai
penunjukan] penetapan pejabat Bendahara Umum
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Kampung atau Kuasa Bendahara Umum
Pemerintah
Kabupaten ] Kota] Distrik] Kelurahan] Kampung
yang disahkan oleh Bupati/ Walikota] Kepala
Distrik] Lurah] Kepala Kampung; dan

:. Copy Keputusan Bupati] Walikota] Kepala Distrik]Lurah]Kepala Kampung mengenai penunjukanbank tempat menampung Rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten ] Kota] Distrik] Kelurahan]
Kampung. '

“ Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, namarekening dan nama bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten]Kota/Distrik/
Kelurahan] Kampung menyampaikan perubahantersebut dengan surat yang ditandatangani oleh
Bupati]Walikota] Kepala

_ Distrik] Lurah]Kepala
Kampung dilampiri dengan asli rekening koran dan
capy Keputusan

_ Bupati/Walikota] KepalaDistrik] Lurah] Kepala Kampung.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA
KABUPATEN /KOTA] DISTRIK] KELURAHAN] KAMPUNG

Bagian Kesatu
_

Penatausahaan

Pasal 21
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
myelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran bantuanalokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah
Kabupaten /Kota] Distrik] Kelurahan] Kampung sesuaiRraturan Daerah yang berlaku.
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Pasal 22
Pemerintah Kabupaten/ Kota menyelenggarakanpenatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan ataspelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomikhusus sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 23
Kepala Distrik/ Lurah/Kepala Kampungmenyelenggarakan penatausahaan, akuntansi danpelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran bantuanalokasi dana otonomi khusus secara sederhana, meliputi:buku kas umum, buku bank, dan bukti/kwitansipengeluaran.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 24
(1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah

Kabupaten / Kota / Distrik / Kelurahan / Kampungpenerima bantuan alokasi dana otonomi khususwajib menyampaikan Laporan Akhir TahunPenggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khususkepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Provinsi Papua Barat.
(2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan AlokasiDana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan kumulatif penyerapan bantuanalokasi dana otonomi khusus yang telah dilakukan

sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
anggaran yang bersangkutan.

(3) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan AlokasiDana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II]Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

1:57
& HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT 79



Bupati /Walikota /Kepala Distrik / Lurah /Kepala
Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan
Penyerapan Penggunaan setiap tahap dan Laporan
Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi -Dana
Otonomi Khusus. _ .

Bagian Ketiga
Sanksi dan Pengawasan

Pasal 25
Penggunaan dana bantuan alokasi dana otonomi
khusus kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung
pelaksanaannya diawasi/ dimonitor oleh Bagian
Pemerintahan Setda dan Badan, Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset- Daerah
Kabupaten/kota Se—Provinsi Papua Barat.
Bagi Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai
penerima alokasi dana otonomi khusus
penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan
sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan
Gubernur Papua Barat ini.
Penggunaan alokasi dana otonomi khusus yangtidak sesuai dengan peruntukan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3, akan dikenakan sanksi
sesuai dengan Peraturan dan Perundang-
Undangan yang berlaku .

Pasal 26
Monotoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
penyaluran bantuan dana otonomi khusus,dilakukan secara bertahap sesuai tahapan
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(2)

(3)

(1)

(2)

Tim Monitoring yang dibentuk terdiri dari
instansi terkait, baik di tingkat Provinsi
maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
Hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan dan penggunaan bantuan alokasi
dana otonomi khusus disampaikan kepada
kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna
Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
Sebelum Pemerintah Kabupaten /Kota /Distrik/
Kampung /Kampung membuka rekening
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1), penyaluran bantuan alokasi dana otonomi
khusus kepada Pemerintah
Kabupaten /Kota /Distrik / Kelurahan /Kampung
dilakukan ke rekening milik Pemerintah
Kabupaten /Kota / Distrik /Kampung yang
sebelumnya digunakan untuk menampung
penerimaan bantuan alokasi dana otonomi
khusus.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur
Papua Barat ini diatur oleh instansi terkait
yang berwenang, baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang
tugasnya.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
.... : Gubernur Papua Barat ini mulai berlaku pada

' ;;]: diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

_

——; dangan Peraturan Gubernur ini dengan
.… patannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Februari 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM 0. ATURURI
:...: gkan di Manokwari
tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

IAR'I'HEN LUTHER RUMADAS

' < A DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 184

&… salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. 1

NIP. 19570830 198203 1 005
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Lampiran I A Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2012
Tanggal 14 Mei 2012

LEMBAR KONFIRMASI“UAN ALOKASI DANA OTGNOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA/ DISTRIK/ KELURAHAN] KAMPUNG *)

NO: ..............................
KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN] BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN

urin- dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
: Rp. ................................................
. ( ............................................................................................ Rupiah)

bperluan : Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus
hunian ' .........................................................................................................

mba: telah diterima pada Rekening Kas
[ Kota/Distrik] Kampung ") sebagai berlkut:

kuning :

Daerah Pemednuh

............................... , ."....................u....n.
Bupati/Walikota/Kepala DIMrIk/Lumh/Kepala Kampung ')

GUBERNUR PAPUA BARAT.

CAP/TTD

ABRAHAM 0. ATURURI

lhtuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

.-

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005
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— …u WMI…“mmlumaom
RENCANA PENGGUNAAN DANA OTSUS BERDASARKAN BIDANG DAN ORGANISASI

Kabupaten/Kota :

Tahap : I/H/lll

No. Uraian Pagualokasi (%) RealiaaaiKeuangan (%) SinPagu

Umum
Sekretariat Daerah
Seketariat DPRD

Badan
Badan Anak & KB
Kantor dan Dokumentasi
Kantor

Pertanian dan Peternakan
Dinas dan

dan
Dinas

dan

Dina: dan
dan

2 Dinas Perindustrian dan' HIMPUNAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT “



Kesehatan
Dinas Kesehatan
Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Dinas dan
Dinas dan Pariwisata

…Dinas Sosial

MQMQ PemukimanDinas
_

dan

Badan

Pemuda dan
Pemuda dan Olah—raga

dan Aset Daerah

Pendidikan

Kesehatan
Hibah

s HIMPUNAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
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GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM o. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK ANTO
Pembina TK. 1

NIP. 19570830 198203 1 005
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Lampu-ula Mumun-nur…Bm!
Nomor 5 Tubun 2012
Tunggal 14 Mei2012 '

LAPORAN PENGGUNAAN DANA OTSUS BERDASARKAN BIDANG DAN ORGANISASI
Kabupaten] Kota :

Tahap : l/II/III

No.

!
01.
n
1

namun… DAI CATATAI
Dinas

SIPIL
dan
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! BO…
0 .... Dim-' Social

Sekretariat Daerah"IM… IODAL
Sekretariat Daerah
KEBUDAYAAN
Dina. Kebudayaan dan Pariwilata
ura-un… DAI OLAH RAGA
Dinna Pemuda dan Olah&Kantor Perwakilan Daerah
KESATUAN DKI… DAI POLITIK D…mm

sdgssagksus.

Kantor Perwakilan Daerah
oro'onn omm. nama-rm:…, nama…nemu nama.meur n…. mmm…nu manapun

01. Sekretariat Daerah
02. Sekretariat DPRD

_

03. Badan Pengelola Keuangan dan Aeet Daerah
XV HIDMAYMI …YAMKAT am01. Badan Pemberdayaan Mayarakat
XVI MPU"…
O !' Kantor Per-pun… Kearsipan dan Dokumentari……"RTA…

Dina- Pertanian, Peternakan dan Ketahanan FirmannuwunDinas Kehutanan dan Perkebunan
tana: nnApuuimnA …:.Dinas Pertambangan—dan Enerp'namunDinas Kebudayaan dan Pariwiaata
Kantor Perwakilan Daerah

ami

sszsas=s—
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GUBERNUR PAPUA BARAT.

CAP/rm
ABRAHAM o. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. 1

NIP. 19570830 198203 1 005
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA UPSUS BERDASARKAN PROGRAM
INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL

… ! D Mann Guh…" : lumNomor B Tahun 3012…
Tina.] 14 Mei 2012

[KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN,
BUDAYA DAN BIDANG PENDUKUNG LAINNYA

Kabupatzen/Kotn :

Tahap : I/II/III
TahunAW :

Ju. …lo. Fromm/Wuz: Mapan % … %1587 &1 2 3 4 s 5! |”!!an1.01 . 1.01.01.o1.16 mwmuwmmwasmmmm1.01. 1.01.01.01 . 16. 100 pem……TKAhmad Dahlan Kom Scrollg1.01 . 1.01.01.01. 16. 101 pm… SDA. s…Fakfak1.01.1.01.o1.01.16.102 Pembangunan SD IT Kota80%
_
101. 10101 . 01 . 16. 103 Fawn“ SMPN… Papua Kota 3013131.01.1.01.01.o1.16.104 Pembanguan SMPGuppy… 8013131-01- 1.01.o1.01. 16- 105

. Pemba_ngunan SD YPPK St. Yohannes Bintuni
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 106 WW Pakaian sem SD Wondama
1.01. 1.01.o1 . 01 . 16. 107 m…… so Luar Biasa Kota Sotong1.01.1.01.01.o1.16.1os &…an ngaLSD Yapi: Merapi Fnkfak
1.01. 1.01.01 . 01 . 16.109 Pembawa pap”… SMP N 3 Kaimana
1.01. 1.01.o1 . 01 . 16. 110 P…… Meubejair SD lupi-eu 02, Nemewiknxya dan

Kayumerah Fakfak
1.01. 1.01.o1.o1 . 16. 111 …… Sum KomputerSMPYapiu Fakfak
1.01 . 1.01.01.01. 16. 112 Pengajuan Meubelair SD Teluk Wondama;r? HIMPUNAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT



1.01.l.01.01.01.16.113
1.01.1.01.01.01.16.1l4
1.01 . 1.01.01 . Ol . 16 . 79
1.01 . l.01.01 . 01 . 16.80
1.01.1.01.01. 01 . 16 . 81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16. 85
1.01.1.01.01. 01 . 16. 86
1.01. 1.01.01 . 01 . 16. 88

1.01.1.01.01.01.16. 90
1.01.1.01.01. 01.16. 91

1.01. 1.01.01.01. 17

1.01.1.01.01. 01 . 17. 70
1.01.1.01.01.01.17.72
1.01 . l.01.01 . 01.17.73

1.01.1.01.01. 01 . 17 . 76
1.01.1.01.01. 01 . 17 . 77
1.01.1.01.01. 01.17 . 87
1.01.1.01.01. 01 . 17 . 86

1.01.1.01.01. 01.16. 89

Woman…
1.01. 1.01.01.01.r93_—WWWWWW“(WWW

1.01.1.01.01. 01 . 17 . 74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75

Je_ngadaan Meubelair SD Kecil Pada 4 Kab. ( 12 &etlPembmnan SD Insan Mulia Manokwari

Bantuan Pe1a_k_sanaan Lomba-Lomba Siswa TK Nasional

Pembangu_nan SD YPPGI dan Penyediaan MeubelairPembaxm nan SD YPPK Sekru dan MeubianrlakfakPawan): MeubelairidLYPK Aitumeri
. _Pern.Ewawma Putu—91131134!“ YPK Aitumeri __Pemblnggmn SD Kecil_p_ada 4 Kabu _ten_(l2_ga_k_etl

_Panggul!) USB SD YPK syam Moswaremaa
Pemggunan Gedug SMA Neg.eri 3 Kota SorongPemEgunan Ru P
Pem an Aurama Putra Putri KaimanaPem nan USB SMK N ari 1nawatan

ctakaan SMA prTxom&;

Munaf: SD Pasir Putih
Pem—bangan… SDAdv_ent ' ' ' ' '

_ __Pengadaan331:th untuk Ali-ma— Pu_tra_mulSMP YPK Aitumtm'Mingguan SD Yapia 1 Manokwari
Pembaggulan—SD Pulau Lemon dan Meubelair“Pam—baguian SD Yagia£imana '

____Pem_ hunggu SMP NesLWaiorPemiaggman SMEgpleQigik Kokoda Sorong_SelatanPengadaan Menyingkaaiiawpwlomimaa __… &m»-mugia…Jembangan UGB SMA Kathoh'k Felanova Suawem'__Peggadaan Meubelair Asrama SMK Sagangpat __

Plum… RKB SMA Lilinta Raja Ampat_—

__Ujian Nasional (t_JASBN) tahun 201 1

_EgbangAan SMA Negeri 1 Kota Sorong
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2.04. l.l7.01.01 . 16. II

:! KESEHATAN
1.02. 1.0201401-05 Programkan…Hmmm……r11024 1.0;01 - 0! - 05- 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal "102402013145 Mgr-amway: Wakala”…32 140201 - 01 < '5' 01 Pe_ngadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan __1.02.1.02.01.o1. 16 Program UP…Kmhathasyav-ukatl-02- 10201 .01 - 16 - 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Melalui Penempatan DokterPTT)

__1.02. 1.02-91.01.22 ProgmmPeneayagiandanPcnamulanaan M…Imular _*_
1.02 - 1.020! - Ol . 22- 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan PenanggulanganWabah *
1.02. 1.02.o1 . 01 . n. 12 pwt”, Cakupan Imunisasi *
1.02 . 1.oz.o1 . o1 . 22 13 PWIEIW Kesehatan Matra '1.02. 1.02.o1 . 01 . 22. 14 130529889928“ Penyakit Malan'a * *—1.02 . 1.02.o1_.oi . 22 . 15 Peningkatan Penggqqalian TB, HIV & x_n—sq1 :

_…
1.02. 1.02.o1 . 01 . 22. 16 Peninglgtan Penyehatan 138159385” "

__1.02. 1.02… . 01 . 22. 17 peng… 12—38“! Pen$t Menqlax' _102. 101010139 WWMRCWHMWNWW1.02. 10102 - 01 < 39 ' 0' Pembinaan Rehabilitasi Media dan Sosial Wuna Narkobam INFRASTRUKTUR1.20- 1-20.03- 07 - 23 ngmmMula…kmu… Muatan! Immune!720 - L20-03 _ 07 — 23 . 02 Pengembangan dan Implementasi Warung Telekomunitasi
Kampung

—
1-20 - 120403 - 07 . 23 - 07 Fasilitasi Sarana Telekomunikasiagi Distrik Terpmcil2.04. 1-1701-01— 16 WWW”… »2.04 . “7.01 . 0! . 16 - 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata __ijgk Wisata Pantai Bakaro

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pailiwisata Pulau Roswar danDistrik Roswar
_—& ampunn nuwun GUBERNUR PAPUA BARAT

93



2.04 . |. 11.01 ,

. l.06.0| .

1.06 . 1.060! . Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Sosial Ekonomi MayarakatPesisir

Hidup danM…
LOG.

l.ll . l.ll.0l . Humam

Pelatihan Keterampilan Bidang Usaha Mikro dan Menengah "

Lll. l.]l.01.0l. 17. ll
1.11 . 1.11.o1.
1.13. 1.2o.oa.
113. 12003.
1.13. maoe.
1. 1.01.

2.01 . 2.01.o1.
awam….

Pameran Hasil
dan

RASKIN
di Wasiorih

Social

Alat

Pelatihan Petani dan Pelaku
Mnyk…… HaulMhd

Produksi!. l.Ol.l7. Atas
2.0 ] . 2.01.01 . 01 . 17. 14 Magna; Hasil Produksi

Daerah Pertanian/Perkebunan Unggulan

…2.01 . 2.0].01 . Ol . 19

2.0l . 2.01.0l . Ol . l9
2.0! . 2.019! . Ol . ”
2.0! . 2.010! . Ol. & Padu… HasilM…Pembibitan dan Perawatan Ternak. 02
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2—01-2-0l.01-0l.n ProganwkatanhmumHaleMmakan2-0! - 20140! - 01 - 23 - 01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan
2.01.2-01-01.01-i24 Program Peningkatan Maupun Telmologl…n2-01 . 2-01-01 - 01 - 24 — 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi PeternakanTepat GunaiNi-0140140145 memkningkmSammdanPnuamna Pertanian2.01 . acm: . 01 . 25.01 51.13… Pembuatan Kompog2.01 . 2.019: . o: . 25. 03 per…”… Lahan Sawah2… - …… . o' ' 25. 04 Fasilitasi halamannya-_Pmlam Bebi2.02 . 102.01 . on . 23 Parung…mau…2.02 . 2.020] . Ol . 23 . Ol Fawn Perkebunan Ralgygt2402 ' 202… - 01 ' 23 - 02 Pem…… Kebun Induk Tanaman Perkebunan206-107—01 .01. “3 … Mnyk…WM…ngan mlulu Negeri2-06 . 2.07-01 - 01 - 19 * 09 Pembangunan Kios Pasar'l'radisional Kokas1064-07-01 ' 01 - “' - 09 PemEngunan Pasar Tradisional Tambaruni Kab. Fakfak“2106 ' 107… - 01 ' 18 10 Pembuatan Talud dan Penimbunan Pasar Ikan Arowi2-06 - 2-07-01 - Ol - 18 “ Pekerjaan Pertunangan Keramik dan Pembersihan Areal PasarTradisional di Kab. Teluk Bintuni2-06 - 2.070! .… . l8- 15 Pembangunan Los Pasar Tradisional di Teminabuan Kab. SorongSelatan'

2-06 - 2-07-01 -0' . 18 18 Pekerjaan Pemasangan Keramik dan Pembuatan Kios PasarTradisional di Distrik Ayamrnaru Utara Kab. Maybrat2-06 ' 2-07-01 » 0' ' 18. '9 Pembangunan Pasar Tradisional di Sausapor Kab. Tambrauw*2—06- 2-07-01 - 0' - 18- 20 Pembmn Pasar Tradisional di Klamono Kab.SMV SOSIAL DAN BUDAYAs. 1 Belanja Tidak Inuyama5. 1 - 4 Belanja Hibah5. l . 5 Belanja Bantuan Sosial
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m "WWW?” '
104 19005 04 15.00
Los. 1.041.61101'. 19 '

1.08. 1.os.o1 . o1 . 19.01

1.10. l.l0.01 . Ol . 15

Hb. u allamah _UMMW'P“ '“ 'amammumwm
L' !WWW…1.10. l.10.01.01.15. l9 Sosialisasi Penerapan e - KTP Kepada Instansi di Provinsi dan

1.11 . 1.11.o1 .o1 . 17
Kabupaten/Kota Serta Masyarakat se Provinsi Pama BaratProgram Panin…mau. mau., dan Perlindungan……Tu. 1.11.o1.o1. 17.13

711.1211.01.o1.17.14
1.11 . 1.11'.o1.01 . 17. 16

1.11. 1.11.o1.01. 19

Sosialisasi dan Advokasi Buta Kebijakan Penghapusan ButaAksara
-

Pelaihan 1339 Ibu-Ibu mg bermukim di Desa—Desa TerisolirPembinaan Organisasi Perempuan…n “(tukan…an Bidup Perempuan“dal-LW Bang1.11.—1._11.o1.o1.19.02 Peningkatan Akses Infomasi tentang Narkoba, PMS termasukHIV/AIDS bagi Mahasiswa Toga, Tomas dan OrganisasiPerempuan, Tunasusila dan Panti Pijat*1.11.1F61.01.20 mw…nmplmmdanW…1.11 . l.11.01.01.20.01
1.12. l.1l.01 . 01 . 15

1.12. l.1l.01.01. 15.07

*

Sarasehan denga_n masi Perempuan se— Papua Barato .

…hingga…Pelatihan bagi'l'enaga Kon-cung (BidangPPLKB Organisasi
7.13. 1.13.01.01. 15

Perempuan)……MrmmwwzmnmwmmumMamucium1.18. 1.13.01.01. 15.06 Fasilitasi Pemberdayaan Komunitas Adat Temencil (KAT)
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1.13. Html-01.16 …n…mmncmuwwmm1.13.l.13.01.0l.16.04 Pelatihan KeterampilandanBantuan Peralatan bagiAnakTerlantar/Anak Nakal
-Ll3— 1.13-01 . Ol . 16. l5 Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan bagi Eka Narapidanadan Tuna Susila1.13. 1.121.01 . Ol . 16 18 Pemberdayaan so.… bagi… LamiaTS . 1.130! . 01 . 16 19 Pengadaan Faeilita- lam-ua bagi Penyandang Cacat, Manula.

_ Pensiunan dan Janda tidak Mampu1-13- 1'13'01 > 01 » '6 ' 20 Seminar Tingkat vainn' tentang ”Man Pahlawan Naeicmal
___ __ _

1.13. “301 . Ol. “5 . 22 Pembangunan Sarana dan Pracarana Sekolah Luar Bia-a (SLB) BagiPenyandang Cacat/Trauma Kejiwaan '
'

LIS . 1.130! . Ol . 16. 23 Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Peralatan Bagi Anak Korban
NAPZATamam-Olla ……Mdmhwmaxeagmm1.13. l.13.01.01.23.01 ”und—an…”… Ru… “,.th

_1.13.1.13.m.01.25 …RehabManwulmyan Benoanadanncnoana Social”1.13. 1.13.01.m.25.01 Fasilitasi Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Korban BencanaAlam
1.16 . 12003 . 05 . 21 Pngram Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

…

1.16 . 120.021 . 05. 21 . Ol pening“… pemenuhan Bahan k_nxnglgk Masyarakat _ _
1.17. ”7.01 .Ol- 15 Program Pengembangan Mlai Budaya1.17 . 1.170! . Ol . 15. 06 Bantuan dan Pendukungan Pengembangan Group/Sanggar Seni

_ Budaya Daerah _“7 ' “7… - o' ' '5- 07 Penyelenw Gita Bahana Nuaantara Tingkat Provinsi Papua Barat“7 . 1.170! . Ol . 15. 08 Pendukungan Tim Keeenian dalam Parade Budaya Nusantara dlJakarta HUT RI
1-17— “7.0! - 01. "»09 Pendukuw Penman Han Budaya Papua Barat1.17. l.l7.Ol . Ol. 15 “ Parti-ipa“ pada Featival Seni Budaya National di Taman MiniIndonesia Indah ' ' '1,17. 1.17.01.01. 16 …Wbmxmw -1.17. 1-17-0l.0! - l6-05 Pengelolaan dan Pengembangan PelestalianPenixmalanSejax-ahPurbakala Museum dan Pen“ alan Bawah Air 3—-97



…. …… :o: . …. ..- '” p.m.… … muh… ini”)… lwn.Wi” " "““” F“ """ " "T””Papua Barat
—- ————————'“" “““ 'o' ' “" ”' Lomba Penulisan Cerita Rakyat Lokal se-vainsi Papua Barat1-17-1-17'01-01'" mmmmw“7- I;…” -9' ' ” '” Pen sunan Sistem Infomasi Database B' Kebudayaan“"- LW“ "“ '17'“ lnventarisir dan Pendataan Gmup/SLnggaLSeni ae-Papua BaratLWJmlo-OL” ……mm…“9. 1301040135.“ Pembinaan Kelompok Organisasi Masyarakat Papua Barat diJakarta720-12003—00'32 W……WWMW1-90-130403-02-3?“ Bintek PeLinglLatan Kapasitas Aparatur Kampung

*1.20.l.20.03.02.5l W…… -

:20- Law-0151 4” Operasional Kepala Distrik '

1-20-1-20-00-0449 ……mmwmmmm1-20- 120.037 04 ' 29 ' … Penggaan Kitab Suci dan Alat-Alat Kggnaan '120-12004-01-05 …mnkmnmumammww30- 1-20-04 - 01 - 05 - 59 Fasilitasi Dialog Tokoh Masyarakat Tanta_ng Pelaksanaan OTSUS "1.22 1.220! 0l- 5 ……mmmmmm”1722 122.01 01. 15. 05 Pembangunan Rumah Layak Hunidan Sederhana bagi
__ Masyarakat Ekonomi Lemah
1-22 1210! … - 15- 05 Pemwan Sentra Usaha Induaui'lTG Tenunan Papua1.22 12201 01 - 154 10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 12 Rumah Tokoh

Masyarakat
1-22- !!?-01 01 ' 15. “ Pembangunan Rumah'l'okoh Masyarakat1.22— 1-22-01 0! . 15- 13 Pembinaan Administrasi Program Dana Pendamping PNPMMandiri
1.22- 1.220! 01. 15. 14 Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan_ _ Kampugg£. 1._2201 on . 15. 15 pahaman Rumah Masyarakat Kamp. Wamesar? HIMPUNAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
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Pembangunan Rumah Penduduk Miskin Komunitas Adat
Terpencil ( KAT l'1.22.1.22.o1.01.16 mmmwmzmml.”. 13101 - 01 - '5- … Bantuan Perangkat'l'v Untuk Masyarakat KampuL1.22.1_22.o1.o1.17 …mekmM-Hdpadlaeyamkatbalm

lambannya Desa
122. 12201 . 01 . 17 . 07 Bantuan Bahan Bangunan Rumah untuk Masyarakat
im.1.17.o1.o1. 15 …mwmmmmnw _204- 1.17.o1 . 0' . 15- 13 Pemilihan/Audisi Putra-Putri Duta Pariwisata
2.04.1.20.l0—01.15 mmm…wmmmwmm104- 1.20—10- 01 - '5- '4 Promosi/Informasi Kesenian dan Budaya Daerah

2401112040 ' o1 ' '5' 15 Penyusunan Data Base Potensi Seni Budaya Daerah
2-04- 1-20-10 . 0' - 15- "' Peresmian Anjungan Provinsi Papua Barat di TMII
108. !.10-01-01-16 WWW…WLOMI-2-08' klo-01 »01 - IG - 03 Pembangunan Rumah Penduduk Tertata

VI BIDANG PENDUKUNG LAINNYA
LOG. 1.oe.o1.o1.22 Program Penneanaan Pcmbangunantkonomi
1-06- LOG-Ol -0l - 22- 18 Koordinasi dan Pemetaan Penyebaran Hama dan Penyakit

Tumbuhan )1.1a. LIS—0101.20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah RagaHG. 1-18-01-01 1202? Penyelenggaraan Lomba Olah Raga dalam rangka
Memperingati Hari Besar dan Keag_agi_aan__

1—18- LIS-01 . Ol - 20 - 73 Pendataan Olahraga Tradisional"
,…1.13. 1.1s.o1 .… . 21 Progam ”angkatan Sarana dan Prasarana 011115329

HB- “8-0! .01 ' ?! - 08 Pengadaan Pakaian Olahraga untuk Masyarakat*
1-22 . 132-0' - 01 _ 16 Program Pengembangan Lenlbaga Ekonomi;?gdeeaan
1.22- 122.01-01- 16 - 05 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan

MenengahiDi Perdesaan
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Mobil Pintar

Am

Daerah

.01.l7.

.01.
dan

Industri Pariwisata dan
. 1 .

Pariwisata
1.01.

Perikanan
.z.os.on . Ol.

Perikanan

ma'af; ' *

Hutan
Reboisasi Daerah In Situ Banjir Bandang Wasior

Tanaman Perkebunan
Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Inventarisasi Potensi Bahan Galian di Kabupaten Raja

Penyusunan Perencanaan Induk Pengembangan

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan

Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan
Kajian Potensi Teknologi Sumber Daya Kelantan dan

Sumber Daerah

DesanaeiPadwleata

Kena…
Infomasi dan Database
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2.054 2050! - 01 - 30 Program Pengcnwangan Sumba ”(Budidaya -'

hri…
105-205… .01 . 30 - 0“ Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Sentral Masni.

Manokwari
JUMLAH

Untuk salinan yang sah sesuai asuhya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. !

NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

cup/m)
ABRAHAM 0. ATURURI
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Lampiran 11 Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2012
Tanggal 14 Mei 2012

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN ADOKASI DANA OTONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN ..........................
TAHAP 1 /n *)

bertanda tangan di bawah ini Kepala Distrik/Lurah/Kepala
.............................. menyatakan bahwa saya

ngiawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan
Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran ...................

............ sebagai berikut:
' dari Rekening Kas Daerah:'

”Map [ ' ' Rp .............................................… II R ..MI
' Pembayaran ke Pihak Ketiga:

“hhap ini : Rp ..............................................Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp .............................................
Dana di Rekening Kas Umum : Rp .............................................

Sisa Dana : .................................................. %

Realisaai Pembayaran dari
Bidang Pagu Rekening Kas Umum Sisa

s.d Tahap Tahap Kumulatif Pagu
Sebelumnya Ini s.d.

Tahap iniI 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3-6)
1 Pendidikan: Kenekatan
! Emnomi

Kerakyatan
4 Infrastruktur
$ Ajirmative Actions

kepada Putra-Putri
Lapua

Jumlah
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Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporanini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasidan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....................................
') Coret yang tidak perlu
') untuk Distrik/ Kampung

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM 0. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. 1

NIP. 19570830 198203 1 005
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Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2012
Tanggal 14 Mei 2012

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS

_:imaan dari Rekening Kaa Umum:
Tahap !
Tahap II
Total

Realisasi Pelaksanaan
Pembayaran Sisa Dana di Fisik Kegiatan

Bidang Pagu dari Rekening Kas Umum s.d.
Kas Umum 31 Desember

1 2 3 4 5 (3.4) ..….6. .....

! Pendidikan
2 Kesehatan
3 Ekonomi Kerakyatan( lunastruktur
S W'matiue Actions

kepada Putra-Putri
Lupus

Jumlah

Kepala Diatrik/ Kepala Kampung

1 yang tidak perlu .......................................
1mm]: Diatrik/ Kampung

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTU

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BlRO HUKUM,

WAr'lK UKYANTO
Pembina TK. 1

NIP. 19570830 198203 1 005_' HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 104


